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Sulteng I

Pajak Kendaraan Alat Berat
Menuai Pro dan Kontra

PALU, MERCUSUAR - Penggenaan pajak
daerah terhadap kendaraan jenis alat berat
yang tertuang dalam ketentuan Peraturan
Daerah No. 01/2011 menuai berbagai
tanggapan pro dan kontra dari kalangan
pemilik dan distributo{r alat berat.

Ketua Aspekindo Kota Palu
auhary O Sakkung, mengaku
keberatan dengan adanya
peraturan ini karena sepenge-
tahuan pihaknya belum ada re-
gulasi yang,mengatur tentang
hal ini.

“Kami keberatan karena se-
pengetahuan kami belum ada
regulasi yang mengaturnya. Bila
sudah ada sebaiknya disosiali-
sasikan dahulu kepada kalangan
emilik dan asosiasi pengusaha
yang tergabung dalam berbagai
organisasi yang banyak meng-
gunakan alat berat,” tandas
auhary 0 Sakkung, melalui pe-
san singkat, kemarin,

Menurutnya, keberadaan

kendaraan bermotor jenis alat
berat bukan jenis kendaraan
umum yang menggunakan fasi-
litas jalan umum, tetapi bekerja
di area lokasi pertambangan,
perkebunan, dan pembukaan
lahan untuk sarana infra-
strukturjalan.

‘Hal senada diungkapkan, Ke-

pala PT Hexindo Adiperkasa *

Cabang Palu Teguh Utomo yang
mengatakan seharusnya yang
dikenakan pajak adalah hasil
dari perigerjaan yang menggu-
nakan alat berat bukan alat
beramya yang dikenakan pajak.

“Karena kendaraan alat berat
sudah dikenakan pajak PPN
sebesar 10 persen saat dilaku-
kan pembelian, serta dikenakan

pajak tambahan saat proses

bersumber dari anggaran nega-

Terpisah, Ketua BPD Hipmi
Sulteng Endy Hermawan me-

' nyambut baik pengenaan pa-

jak kendaraan alat berat, jika
bertujuan untuk-meningkatkan
pendapatan’ asli daerah dari

sektor pajak kendaraan. Tapi .

hal itu harus dibarengi dengan
regulasi yang jelas dan trans-
paransi dalhm pemungutan. di
lapangan.

“Kami pernah didatangi petu-
gas dari Dispenda UPTD Samsat,
yang menanyakan tentang ke-
pemilikan alat berat yang kami
miliki, tetapi karena kesibukan

Kami 1 juar Kota Kami beium
bisa membicarakan hal itu lebih
lanjut” tukasnya. .
Sebelumnya, Kepala Seksi Pe-
netapan dan Penagihan UPTD
Dispenda Samsat, Mohammad

Rizal mengatakan realisasi
penerimaan pajak dari kenda-
raan bermotor jenis alat berat
sangat minim. Hal itu dikare-
nakan minimnya kesadaran
dari pemilik kendaraan untuk
menyerahkan data kepemilikan
alat berat dan membayar pajak
kendaraannya.

“Sekin itu lemahnya penera-
pan sanksi dari Peraturan Dae-
rah No 01/2011 tentang pajak
daerah tentang bahasan kenda-
raan bermotor jenis alat berat.
Hal itu dikarenakan tidak ada

koordinasi antara instansi.
Padahal dari data yang kami
perokeh dari kabngan distribu-
tor alat berat yang mempunyai
cabang di Palu, jumlh alat berat
yang ada di Palu ratusan
jumliahnya,” paparnya.

Sekain itu, tidak berjaknnya
mekanisme aturan registrasi
dan identifikasi nomor polisi
yang dilakukan pihak Polisi.
Seharusnya proses ini dilaku-
kan untuk selanjutnya proses
pemutakhiran data bisa dilaku-
kan di Samsat sehingga memu-

dahkan dalam penagihan pajak
kendaraan alat berat.

“Azas yang diterapkan
dalam penggenaan pajak ken-
daraan alat berat berdasarkan
pada domisili dan kepemilikan
barang pada kurun waktu
lebih dari tiga bulan,” terang
Rizal

Dia mengakui, hingga triwu-
lan ketiga 2011 realisasi pajak
yang terkumpul dari kendaraan
alat berat berjumlah sebesar
Rp26 juta dengan jumlah alat
berat sebanyak 40 unit. na




